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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2001

~TENTANG

PANDA! BACA HURUF AL-QURAN BAG! MURID SEKOLAH DASAR,
SISWA SEKOLAHM LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN
SISWA SEKOLAH LANJUTAN.TINGKAT ATAS
SERTA CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBIHANAHU WATA’ALA
BUPATI SOLOK

Menimbang :a. bahwa Al-Quran adalah Kitab suci yang dilurunkan- Aliah
Subhanahu wala'ala kepada Nabi Muhummad, sebagai
salah satu Rabhmat yang tiada laranya bagi alam semesla,
didalamnya terkumpul wahyu llaht yang menjadi dasar
hukum, pelunjuk, pedoman dan pelajaran seria ibadah bagi
arang yang membaca, mempelajari, mengimani - seria
mengamalkannya;

b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seuluhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertagwa
terhadap Tuhan Yang Mahba Esa dan berbudi pekerti iuhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jaosmani

- dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandirt seria rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

¢ bahwa Pendidikan agama Islam di !ndonesia sebagat Sub
Sistim Pendidikan berdasarkan Undang-undang Momor 2

£ Tahun 1989 (entang Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita
untuk terwujudaya Insan Kamil atau Muslirn Paripuing yang

mencerminkan ciri-cirl kualitas manusia scutubnya;
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halwa  kemampuan baca Al-Quran bagi set‘inﬁ murid
Sekolah Dasar dan Siswa Sekoluh Lanjutain  Tingkat
Pestama, sérla Siswa Sekclain Lanjutan Tingkat- Atas
merupakan bagian dar Pendidikan Agama Islam yang
memiliki arli Slrategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan
bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai
Iman dan Tagwa bagi generasi muda dan masyarakal pada

unumnya;

bahwa  berdasarkan  evaluasi  lethadap  kemompuan
membaca huruf Al-quran bagi mmeid Sekolah Dasar, Siswa
Scholah Tanjutan Tinghat Peraima dan Siswa Lanfulan
Tingkat Alas i Kabupalen Solok ternyata masih banyak

yang fidak mampu membaca hurof AFQuran;

bahwa dalam upaya maoningkatkan pengelahuan  dan
pemahaman serta pengamalan Ai-Quran oleh seluruh
lapisan masyarakal, sesuai dengan falsafah Adat Basandli
Syarak, Syarak Basandi Kilahbuliah, ‘maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Hurul

Al-Quran.

Undang-undang Nomor 12  Tahun 1956 tentang
Pernbentukan Daerah Otonom Kabupalen dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 25 ). ) )
Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Megara Tahun 1974 Momor 1 Tumbahan
Leiiue an Megara Mornor 3019);

Undang-undang Momor 2 Tahun 1980 tenlang Sislem
Pendidikan Nasional { Lembaran Negara Tahun 1989 Narmar

& Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3390);

PR

Menctapkan

Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

lentang

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 N
28 Tahun 1990 lentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Megara Tahun 1980 Momor .

Peraturan Pemerintah Nomor

36, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3412);
Peraturan  Pemerinlah Nomor 28 Tahun 1990 lentang
Pendidikan Menengah (Lembaranr Negara Tahun 1990
Momor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraluran Purlu'lszu{g:-l,lndangur1 dan Bentuk
Rancangan Peraturan

Undang-undang, Rancangan

Pemerintah  dan  Rancangan  Keputusan  Presiden
{l.embaran Megara Tahun 1999 Nomor 70);

Kepulusan' Bersama Menteri Dalam Megeri dan Menlesi
Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun
1982 lentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis
Huruf Al-Quran bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan
dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hori;
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001
tenlang Pemerintahan Nagari (l.embaran Daerah Tahun

2001 Nomor 4).

Dengan Perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

T,

. PERATURAM

MEMUTUSKAN :

DAERAH KABUPATE:! SOLOK TEMTAMG

PANDAI BACA 1IURUF AL-QUR’AN BAGI MURID SEKOLANH
DASAR, SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA
CALON PENGANTIN.
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KETENTUAN UMUM
I Pasal 1

Dalam Pera-tura‘m Daerah ini yang dimaksud! dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Dacrah adatah Pemerintah Kabupalen Solok;
3 Pandai Baca adalah kemampuan seseorang unluk
- membaca huruf alauw larbang, baik huruf arab alau lalin dan
sebagainya;
4 Al-Quran adalaly Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT
yang  diltmunkanMya melalui Nabi Mubammad  Rasulullzah
S5AW dengan perantaraan Malaikal Jibril dan mermbacanya

" menjadi ibadah ;

-

Pandai baca horuf Al-Quran adalah kemampuan scseorang

untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;

6. Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar aduluh
Kemampuan sesecrang membaca Al-Qur'an dengan Fasih
sesuai dengan ltmu Tajwid;

7. Murid Sekolah Dasar yang selanjulnya disingkat dengan
Murid SB, adalah Murid SO termasuk Madrasah Ibtidaiyah
(M) dan sederajat se Kabupalen Solok:

8. Siswa Sekalah Llanjutan Tingkat Perlama selanjulnya
disingkat dengan Siswa SLTI adalah Siswa SI.TP lermasuk
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederéiat se Kabupalen
Solok; ' '

9. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkal Alas selanjulnya disingka

dengan Siswa SLTA adaluh Siswa SMU, SMK, KMadrasah

Aliyah dan sederajat se Kabupaten Solok;

%0. Calon Pengantin adalah seorang laki-aki dan  alau

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;

1. Masayarakat adalah masyarakat Kabupalen Solok;
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Guru Agama dan Kepala Sckolah adalah Guru Agama dan
Kepala Sekolah pada Sekolah dasar, SLTP dan SLTA Se
Kabupaten Solok;

Pengawas Pendidikan Agama lslam yang selanjulnya
disingkatl dengan Pengawas Pendais adatah Pengawas
Pendidikan Agama Islam di Kabupalen Solok; '

Kantor Departemen Agama adatah Kanior Deparlemen

Agama Kabupaten Solok;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disinglat

dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil
dilingkungan Pemerinlah Kabupalen Solok yang dianghkeat

herdasarkan peralutan po,undang-undangan yany bealaku,

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2
Maksud pandai baca huruf AlQuran Lagi Murid SD, Siswa
SLTP dan SLTA sera Calon Pengantin adalah untuk
mambentuk Insan Kamil alau Muslim /  Muslimah  yang
Pafipuma yang mencerminkan ciri-ciri  kualilas manusia

seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3
Tujuan Pandai baca huruf Al-Quian bagi murid 8D, Siswa

SLTP dan SLTA serta calon Pengantin adalah

a. Tujuan Urnuim
Tujuan umum adalah agar seliap mund S0 siswa SLTP don

siswa SLTA serta Calon Punganiin dan masyarakal :
1). Memiliki sikap sebagai seorang muslim / muslimah yang

baik dan berakhiazk mulia;



2). Memiliki sikap sebagai warga Megara lndonesia dan : ‘ BAB I

masyarakal yang baik, berbudi hur, berdisiplin dan KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

berlagwa kepada Allah Subhanazhuwata’ala; Pasal 5
e - s

{1) Setiap Murid SD,Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan
menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca huruf Al-

. 3). Mempunyai pengelabuan lemang dasar-dasar hidup
beragama Islam serla lerampil dan laat dalam

melaksanakan ibadah; Qui'an dengan balk dan benar;

‘ _ {2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar
b. Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud ayal (1) adalah :

H ] l' " e ey " _ Al ) - J
; Tujuan kiwsus pandai baca huruf Al-Quran adalah agar a. Murid SD lancar membaca huruf Al-Quran  dengan

setiap murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta calon mengenad Thjwid dasar,

pengantin : L. Siswa  SLTP lancar membaca Al-Quran  dengan

menganal limu Tajwid dan Irama Dasar;
1). dapat / mampu membaca Al-Quran dengan baik dan ¢. Siswa SLTA pandai dan Fasih membzca Al-Quran

benar sera lerbiasa membaca dan mancinlai »-Qur'an sesuai dengan llmu Tajwid dan rmempunyai frama / seni

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. yang baik sesuai dengan fitrahnya;

2). dapat f mampu memahami dan nienghapal ayat-ayat Al-

Quran untuk bacuan Shalal sekaligus dalam rangka i Pasal 6
memakmuwkan dan mencintai Mesjid, Mushalla dan

- . : (1) Seliap Sekolah mulat dari SD,SLTP dan SLTA agar
Surau, seria dapat menjadi Imam yang baik dalam ;

Shalat menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan

3 - khusus untuk mempelajari Al-Quran melalui intra kutikuler.

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {13,
Pasal 4 ‘ seliap Sekolah agar mewajibkan kepada setizp murid dan
. . atau Siswanya yang belum pandai baca Al-Quran untuk
‘ Fungsi Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar belajer baca Al-Quran di MDA | MDW / MDU atau di TPA

adalah  sebagai wahana menanamkan  leimanan  dan { don TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.

Ketagwaan kepada Allah Subhanahuwata’ata kepada murid 5D, (3) Kepada Pemerintah Nagari dan lokoh inasyarakat serta
¢ siswa SLTP danr Siswa SLTA serla Calon Pengantin dan { ¥ orang tua murid dan atau siswa agar mendukung,
3 masyarakat adaleh dalam rangka membeniuk Keluarga r mermbanlu dan memolivasi kelancaran belajar sebagaimana
3 Sakinah, mawaddah warrahmah. b dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 7

" Kelenuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimona dimalksud

pada Pasal & ayal.{1) adalah sebagai berikut :

a. Mengikuti kurikulum TPA alau TPSA dan atau mengiladi
kurikulum yang ditetapkan oleh inslansi terkait; '

b, Kudkulum yang dikembangkan khusus untuk membaca
huruf Al-Qur'an sebagai mala pelajaran baru;

c. Tenaga Guru unluk melaksanakan pendidikan pandai baca
huruf Al-Quran adaksh Guru Pendidikan Agama lIstam
Sekolah yang bersangkutan dan atau dari Guru yang
ditunjule oleh TPemierintah Daerah atau Guru painbimbing
TPA +TPSA Y MDA stou den Guiu Mengaji dan Tokoh
masyarakul setempat;

d Sarana dan prasarana yang dipefdukan divlamakan duri

sekolah yang bersangkulan;

Pasal 8

(1) Proses belajar mengajar secara  operasional adalah
tanggung jawab guru atau lenaga pendidik, sedangkan
pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab
Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah ianggung
jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan Lembaga informal Jainnya.

(2) Penilaian alas pandai baca huruf Al-Quran dilitik beralkan
pada kermampuan membaca huruf Al-Quran dengan baik
dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.

(3) Penilaian ﬁagi murid yang rnengi.kuli pendidikan pandai baca
hueuf Al-Quran melaiui TPA 1 MDA, sepenubinya mengikuli
ketentuan yang berlaku pada TPA 1 MDA selempat.

(4) Penifaian  hasil belajar bagi murid SD dan Siswa SLTF /
SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al
Qur'an, sebagai mala pelajaran baru, ditulis sobagai-mata

potajaran Wersendin dan memiliki nitai tersendir,
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Pasal 9
(1) Hasil peniloian pendidikan pandai baca huruf Al-Quran
sebagaimana_. dimaksud pada Pasal 8, pada akhir
pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP / SLTA
diberikan Serfifikat
evaluasi oleh sekofah yang bersangkutan.

setelah dilaksanakan pengujian /

{2) Serlifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan
oleh Bupali atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan
rekomendasi dari  Sekolah yang bersangkulan dan

pengawas Pendidikan Agama Islam.

Pasal 10 i
{1) Seliap pasangan calon Pengantin yang akan melaksanakan
pernikahan wajib mampu mambaca Al-Qur'an dengan baik

dan benar.

{2) Kemampuan mambaca bhuruf  Al-Qurian schagaimana

dimaksud pada ayal {1 dibuklikan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN} alau dihadapan Pembantu Pegawai
Pencalal Mikah (P3N) yang berlugas membimbing acara
pernikahan tersebutl.

BAB IV
SANKSI
Pasal 11

{1) Bagi setiap tamatan SD dan alau SLTP yang akan

melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan
berilkulnya, lernyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an
dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifilkal
pandai baca huruf Al-Qur'an, maka yang bersanglkutan tidal

! belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
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{2) Pengecualian lerhadap kelenivan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang
diketahui oleh orang tua atau wa]inya‘ menyalakan
kesanggupannya untuk mengikuli program khusus belajar
Baca Huruf Al-Quran, baik yang diadakan disekolah
tersebut alau pada tempal tain.

{3) Bagi Calon-Pengantin yang lidak dapat membuktikan pandai
baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan
PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(?), maka Peloksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yaneg

bersangkutan pandai boca hurui Al-Quran,

Pasal 12

(1) Apabila Sertifikat yﬁmg dikeluarkan berdasarkan
rekomendasi dari Sekolsh dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam sébagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)
ternyala  mengandung  kepalsuan, maka kepada vyang

memberikan rekomendasi dapal dikenakan sanksi.

{2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai
Negeri Sipil dapal dikenakan Sanksi / Hukuman Disiplin bagi
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 alau peraluran disiplin lainnya yang

~ berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Megeri Sipil
dapal dikenakon  Sanksi / lukuman  sosuai dengan

kelenluan yang berlal.
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BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13
(1) Barang siapa yang meiakukan pelanggaran’ lerhadap
keterniuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana
kurungari selama-lamanya 8 {i:nam) bulan dan ataue denda

selinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- -
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 14
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak
Pidana sebagaimana dimaksud Pasal - 13 Peraturan Daerah
ini.dapat juga dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkalannya
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. ‘
{2} Dalarn  melakukan Tugas penyidikan, Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal
ini berwenang
a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya lindak pidana ;

b. Melakukan tlindakan pertama pada saat itu ditempal
kejadian dan melokukan pemeriksaan;

¢. Menyuruh berhenli  seseorang tersangka  dari
kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri

- lersangka;

» U Melakukan penyitsan benda dan alau surat;

e. Mengambil Sidik jari dan memotrel seseorang |
Memanggll sescorang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangha alau saksi;




{(2) Peraluran Dacrah ini muioi berdaku efekil 1 (satu) tabumn
sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengelahuinya memerinlah-
kan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempa-
tannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Solok.

Ditetapkan di Solok
pada langgal 27 Seplember 200t

BUPATI SOLOK
Dlo.
GAMAWAN FALIZI

Diundanykan di Solok
pada ixnggal 27 Septembur 20014

SEKRETARIS DAERAM
Dto.
Drs.H. SJAFRIl. CHATIB
NIP. 410002432

LEMBARAN DAERAI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2001 NOMOR 32
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PENJELASAN
ATAS
#ERATURI’-‘;& DAERAH KABUPATEN SOL.OK
NOMOR 10 TAHUN 200t

* TENTANG

PANDAI BACA HURUF AL-QUR’AN BAGI MURID SEKCLAH DASAR,
SISWA SEKOLAH LANJUTAN TIHGKAT PERTAMA DAN SISWA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTIN;

PENJELASAN UMUM

Sejak dahulu, Falsafah Adat Minangkabau yung menyebutkan
Adat Basandi Syaral, Syarak Basandi Ktabullah *, sudah sangul
melekal di hati masyarakal kila dan telah selalu disebul-sebut dalam
berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pimpinan formal dan

informal maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Namun disadari bahwa Falsafah adal tersebut belum sepenuhnya
capal dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini  dapat  dilihal
bahwa sampai saat ini termyata masth  banyak ansk-anak  usia sukolah
yang lelah tamat SD  atau SLTP serta SLTA dan bahkan calon pengantin
yang belum bisa membaca AlQur'an, pada hal Al-Quran adalah
tnerupakan pedoman dan petunjuk hidup lerutama bagi Umtnat Islum. Oleh
karena itu dalam Llpéya meningkatkan pengelahuan dan pemahaman
1::ntan§ ist kandungan Kitab Suci Al-Qur'an bagi masyarakat, Pemerintah
Daer';éxh merasa perlu untuk inenetapkan sualu Peraturan Daerab tentang
Pandai Baca Huruf Al-Quean bagi murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta

Calon Pengantin.

Paempehaas LA AL OLICAH !



g. Mendatangkan crang ahli yang diperlukan datam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mer\gadak{—._m penghentian. penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup
bukii atau peristiwa lersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalsi  penyidik  wnum
memberilahukan hal tersebul kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya;

i Mengadakan tiﬁdakan lain menurut hukum yang dapat
diperlanggungjawabkan;

(3) Penyidik PPegawai Negaeri Sipil sebagaimana dimaksad ayat

(1) Pasob innineimbsat Beola Acara sclisp bndakon tuntaing

)

Pemerksaan tersangka |

h. Pemasukan Rumah |

¢ Penyitaan Benda ;
d  Pemeriksaan Sural ;
e Pemeriksaan Saksi ;

-

Pemeriksaan qilempal Kejadian ;
(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayal (3} Pasat ing
diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui  Penyidik

Umum Polisi Reputlik Indonesia.

BAB V]
PEMBIAYAAN
Pasal 15
Permlsayaan untuk peleksancan pendidilcan pandat baca huruf
Al Que'an chbc:harlzkan pada Angaran Pendapatan dan Dolanja
tDaerah, kepada Orané Tua Murid / Siswa, masyarohat dun
bartuan lainnya yang sah sesuai dengan kelenluan yang

Lrerlzkur,

3
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BAB Vi
PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan lerhadap pelaksanzan Peraluran Daerah  ind

dilakukan oleh Bupali dan atau Pejabat lain yang dilunjuk,

BAB Vil
HRETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Peraturan Daerah ini hoanya bhedakn bhagi masyarakal yang
beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili
di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan
pernikahan di Daerah.

(2) Bagi murid / siswa yang tidak beragama lIslam agar dapal
‘ menyesuaikan dengan tuntunan dan ketsntuan yang barlaku

bagi penganut agama non Islam tersebut.

Pasal 13

Serlifikal pandai baca huruf Al-Quran merupakan salah salu
persyaratan uniuk dapat diterima poda jenjang pendidikan
SLTP dan SLTA.

BAB 1X
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 19
(1) Mal-hal yang behwn dialur dadam Peraturan Daerah i
sepanjang rmengenai pelaksanaannya akan diatur lchih

lanjut oleh Bupati.



: - . s ‘ wona dulah maka Pemerintah Daerah merasa sangal periu untuk
Perlu disadari bahwa maszioh Agama atau ibadah lidak hanya Oleh karena i - ¢

schedar masalan hubungan antara secrang hamba dengan sang menelapkan sualu Peraturan Daecrah  ientang Pandai Baca 1luruf Al-
< 3

Khaliknya, telapi juga miényangkut hubungan anlar sesama manusia serta . L ' Quran ink.

mengatur kehidupan mamusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya |

. - . DEMI PASAL
baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhiral nanti. B. PENJELASAN PASAI _A

Oleh karena itu untuk meningkatkan keimanan dan kelagwaan dari Pasal 1
masyarakat serta sekaligus dalem mewujudkan kehidupan masyarakal Cukup jelas

yang harmonis dan’ bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang

Pasal 2 -
dapat memolivasi masyarakat  dalam meningkatkan keimanan dan .
. : Cukup jelas
hetanraannya, yang salah satunya adalah mclalui Penglapan Peiaturan
Daciah tenlang  Pandai Baca huruf Al-Quran. Dengan diletapkannya . Pasal 3
Peraturan Daerah ini diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi ! Cukup jelus
para murtd SD, Siswa SLTP dan SLTA serla Calon Penganlin unluk i Pusul 4
mempelajari Al-quran sehingga mereka dapat membacanya dan pada ‘ Cukup jelas
aklurmya dapat inemahami dan mengamalkan isinya dengan benar. %
E Pasal 5
Disamping it dengan ditetapkannya Peraturan Dacrah tentang E
. P Ayal (2
Pandai Baca Huruf  AKQuran im diharapkan bahwa dalam upaya yal (2)
meningkalkan kemampuan unluk baca Al-Quran lerulama bagi Murid S.D, ' _ Harul a.
Siswa SLTP, SLTA dan Calon Pengantin, Pemcrintah Daerah lidok lagi : . : Mengenal Tujwid Dusar adalsh Tahu dengan Mad, iluukat dan
hanya sekadar menghimbau lelapi telah mempunyai dasar hukum untuk f Makraj huruf { tempat-lempat ketuar huruf ) dan ghuna f dengung.
menggeraklian dan memotivasi mereka.
' 3 Flurgf b,
Di salu sivi Pemnerintah Daerali memany punya program Wajib 3 ) - . .
: . . . . : Mengenal irama Dasar adalah irama Tarlil.
Belajar sembilan {ahun yang berarti perlu membarkan kemudahan bagr
para tamatan 5.0 alau M. untuk dapat melanjutkan pendidikannya 3
kejenjong pendidikan yang lebih linggi, namun disi lain kalau anak didik Huruf ¢
tdak, dibekuli sejak dini dengan pengetahuan tentang. membaca Al-Quir'an, v . Mempunyai lrama/Seni yang baik sesuai dengan fitranya mbinya !
dikhaweatiskan bahwa akan lahir generasi yang pintor alau cerdas tetapi Sesuai dengan kemampuan Suara dan Bakat yang d'm‘l'k"‘?a~
kurang  beritnan. Pada bal masyarakat yang ingin - wojudian  adalah %

masyarakat yang beriman dan  beragwa, cordas,  krealil,  teraungi,

berdisiphn, punya, elos kerja yang tinggi sesla schal jasmone dan rohani”
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(3

Ayat (1)

Penamboahan jom palajaran agama yang dipergunakan khusus .

untuk mempelajari Al-quran metalui Intra kurikuler akan diatur lehin
fanjul secara leknis oleh Dinas Pendidikan dan kebulluyaan serla

Kantor Deparlemen Agama Kabupaten Solok.

Ayat (2)

- MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkal SD.
- MDW adalah iadrasah Diniyah Wasdha selingkal SLTP.
LU adalub L drasal Disizah Win selingkat SLTA

- TPA adatah taman Pendidizan Al-quran,

- TPSA adaloh Taman pendidikan Seni Al-gqur'an sebagai Tingkat

lanjutan dari TRA.

Ayat (3)
Dalam mendukung slau untuk kelancaran dan keborhasilan dalam
mampalulan  Algufan,  masa masing-masing  Nagari  dapat

membual aluran Lalaksanzanya sesuat dengan kondisi masing-

masing Magari.

5

Fluruf a.
Kuwrikulu yang ditelapkan oleh instansi terkait yaitu Departernen

Agama dan Dinas Penddikan dan Kebudayaan Kubupaten Solok.

Ibaruf b

Cuit jelus

Furuf ¢,

Guru yany dilunjuiz leh pemcrinlah daerah adulah Guru Honor
Baerah { Honda ).

Pasal

PFasat

Pasul

Pasal

Fhwraf

"Cukap jelas

8
Cukup jelas

9

Ayal (1)
Cukup jelas .

Ayal {2)
Pejabal yang  ditunjuk  adalah pejabal yang ditunjuk  dungan

Kepulusan Bupati,

10

Cukup jetas

11

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ,

- Apabila dalam jangka wakiu enam bulan setelah dilerima pada
sekolah lersebut lernyala siswa yang bersangkutan belum
mengikuli program belajar baca huruf Al-quran maka sekolal
yang bersangkulan membuat Sural Teguran kepada  siswao
lersebul untuk mengikuti Program Khusus belajar baca huruf Al

qurian,

Apabila daulam jongka waklo 1 (salu) lahun setuluh dilegur
ternyola tidok juga mengikull program bolsjor  baca huaf Al-

qurian rmaka diberikan Teguran kedua

Apabilo dulzm jangka wakiy sulu bulan setelah teguran ledua
disampaikan ternyala lidok diindabkan maka diberikan {egnan

ketiga
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Pasal

Pasal

Pasal

- Apabila dalam jangka waklu satu bulan selclah teguran keliga -

disampaikan  juga tidak  dindahkan maka siswa  yang
bersangkulan “diskorsing dari sekolah tersebut sampai yang

bersangkulmi mangikuli program belajar membaca Al-qur'i:n.

Ayat (3)

Untuk menghindari alae  untulk mengantisipasi jangan sampai
leriadinya  paenangguhan  pelaksanaan permikahian bagi calon
pengantin maka sekurang-kurangnya tujuh hur sebelum waklu
pemikahan dilangsungkan calon pengantin sudah  hoarus
menghadap hepada PP al‘;nu P3H untuk membukiikan bahwa
calon pengantin terscbut mampu membaca Alquran dengun bk
dan benar,

Apabila ketika calon pengantin menghadap kepada Pi*M atau P3N

lernyala calon  pengantin belum  bisa membaca  Al-guran

sedangkan waktu pernikahanaya lidak mungkin untur ditunda lagi

maka apabila pada saat akan dilangsungkannya perniahan calon

pengantin tersebul leryata belum juga bisa membaca Alguran

maka pernikahannya dapat dilangsungkan, apabila calon pengantin

yang bersangkulan membual pernyataan dihadapan PPH atau P3N

akan belajar membaca Al-guran  selelah melungsungkan
pernikahan.

i2

Cukup jelas

13

.. Cukup jetas

14
Cukup julas
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Pasal 15

Culap jelas

Pasal 16
‘ Cukup jelas

Pusal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Culkup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAIMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOi< 5
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SADANE PARTAMAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 02 TAHUN 2004

Tentang

PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN

MAKSIAT

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN
{

bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang
berbudaya islami dengan landasan kehidupan masyarakat
yang berbasis filosofi adat basandi syara’, syara' basandi
kitabullah; Lo

bahwa semakin meluas berkembangnya gejala perbuatan

~maksiat ditengah-tengah masyarakat yang

mengakibatkan tidak ‘saja merusak kehidupan sosial
ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran
mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda
yang pada saatnya. akan merusak ketertiban dan
keamanan;

bahwa untuk kestabillan kehidupan sosial dalam
menpertahankan filosofi sebagaimana yang dimaksud
pada hurufa perlu dizpayakan pencegahannya;
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Mengingat

10.

. Undang-Undang Nomor 73 ta

11. Keputusan presiden No. 44 tahun 1999 tentang Teknik
- Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang,” Rancangan Peraturan

bahwa untuk mewujudkan sebagaima
pada pointa,b dan c diatas, perlu diteta

Undang—Undang Nomor 1 tahun 19 }\ E : Pemermtah dan Rancangan Keputusan Pre51den

Pidana; | RN LS . 12 Keputusan Menteri Kehakunan RI Nomor 04, PW-07-03
Undang- Uudang No 12 Tahun ‘ tahun 1984 tentang Wywenang Penyidik PegawalNegen
Pembentukan Daerah Otonom Kabupate ‘ Sipil; '

13. Keputusan Meﬁten Dalain Negen & Otonoml Daerah
Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Bentuk Produk
I—Iukum Daerah; " ‘

1946 tentang ‘Peraturan Hukum Pidana: j 14. Peraturan Dacrah’ Propinsi Sumatera Barat Nomor 9
Wilayah Rl ‘dan mengubah Kita tahun 2000 tentang Pokok- -Pokok Pemerintahan Nagari;

Hukum Pidana (Lembaran Negara taht 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11

Lingkungan Propinsi Sumatera Teng

TLN Nomor 1660); _ ~ tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 198 tan o#K] ' Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat
Undang-Unadang Hukum Acara~ { o tahun2001 N9m0f36_);1ff.: |

Dengan Perse*u]uan

Undang Undang Nomor §° tahuﬁ% PADANG PARIAMAN
Psikotropika (Lembaran Negara tahu Nom MEMUTUSKAN

Tambahan 'emba‘"a“NegaraNOm‘”?*ﬁ . ©)tapkan : PERATURAN DAERAM TENTANG PENCEGAHAN,
]  PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

BAB I

Undang-Undang No.: 22 Tahu:

Pemerintahan Daerat.; - KETENTUAN UMUM
Undang-undang ncmor’ 28 tahu : Pasal 1
Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Hlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negar Da rah adalah Kabupaten Padang Pariaman; '

Nomor 75, TLN Nomor385);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
Koordinasi Kegiatan :Instansi Vertikal
{Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 67)
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B L) Cafe adalah tem
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Padang? , afe
e' Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Ka_bup‘at

m.

Penindakan adalah suatu tindakan mempro§§§ pelg&?:pc

Pemberantasan adalah tindakan memerangi, untuk melenyapkar

. Perzinaan adalah Hubungan seksual yang d@lakukaq

. Vidio Game dan Play Statiop;_ﬁtau sejenisnya'i'ad&ga :
Bildyard / Karambol adalah suatu permainan yang

. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan ata

O

pat minum-minum yang pengunjungny:: dihibur
dengan musik;

Pariman,;

Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, antis@pasnc,l'fmeé_lpl
melarang agar tidak terjadi suatu pgrbuatgn yang berkaxtan den;
masygrakat; :

*Panti Pijat adalah suatu tempat yang
pemijatan untuk tujuan kesehatan dan/ atau pengobatan; ‘

::Salon Kecantikan adalali suatu tempat untuk memberikan pzlayanan
ntuk merawat dan atau mempercantik diri;

memberikan pe;ayanan

upon Putih adalah alat petjudian melalui angka-angka yéu 1 ditulis
berkaitan dengan maksiat; : ebuah kertas dan diundi dalam periode tertentu, bagi yang
© ama, dengan nomor keluar maka ia mendapat atau ti

ngnya hilang atau kata lain to gel (toto gelap).

@ngkanya

dik. maka
membasmi perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masy akat/mak

Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim;ulamas

khrismatik seseorang menjadi panutan, orang,_ ?/g‘_ng-q"t lgg dilingk

.~ 'BABII
masyarakat sekitarnya; ‘

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 2

ang lingkup pencegahan, penindakan dan pemberantasar 1iaksiat
alam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan 1 n atay
vatan yang berhubungan dengan maksiat;

Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak‘senc:ri;:zx;?ili(ehldu
10rma-norma agama dan a

kemasyarakatan dan melanggarn gama dan. od

yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undanganﬁt i

perempuan diluar ikatan pernikahan,

Pondok adalah suatu tempat yang di.buat seukuran satu pa
ojok-pojok tertentu dalam area wisata, dan dikelilin
gtau penutup lainnya, sehingga tidak terlihat oleh orang laing
didalamnya;

1

Pelacur adalah berenipuan atau laki-laki yang melakuk

glatan dan atau yang'berhubungan dengan maksiat sebayaimana
: UL gAY : ima sud ayat (1) adalah segala bentuk perzinaan dan tindakan yang
dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya den ngarah padakperzinaan, ‘Pondok Baremoh, perjudian, ‘{upon
| dan/materi; : ; minuman keras
mendapatkan kepuasan seksua . , i ,
Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melaku}é%pﬁ i)

penyalahgunaan narkotika, psikotrop'ka serta

: n segala bentuk penyiaran dan tayangao porno
seksual diluar pernikahan atau kegﬂiatan.seksual lainnya un S

1
pornograft;
kepuasan dan/ materi; L

RO I kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan ¢ engan
-Scbagaimana‘ya‘ng, diatur dalam ayat (2) sepanjar:g telah
oleh: ketentuan -peraturan perundang-undangan yang lebih

apat ditindak berdasarkan ke‘cntuan

diprogram melalui layarkaca; ..., | sy

atau sejenisnyayang mempgr"gpqakan tongkat

mendengarkan musik dan/atau berdansa m gg,_ik_
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Bagian kedua 3),Setiap orang dilarang melakukan . kegiatan yang mengarah kepada

) pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran
T“J“:'; berkedok usaha,
Pasa :
o BABIV
:ngaturan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat lmf KEWAJIBAN
srtujuarn, untuk:

i ' y Bagian Pertama
insi filosofi adat Basandi Syara',Syara B
M?nz;ifkhan e S e | : Kewajiban Perorangan atau Pribadi
t u a ; - . 3 b ,

I\Ijlle?inc'ungi dan mencegah masayarakat agar terhindar dari berbagg: bentuk? Pasal 6

kegiaian dan/atau perbuatan maksiat;

Megnc ukung.penegakan hukum yang optimal te.rhadap keteptuan Pgrti:tu
Perutdang-Undangan yang berhubungar kegiatan dan / atau perbuat;

Setiap orang harus berprilaku, bertutur kata dan berpakaian sopan sesuaj
dengan ketentuan agama dan adat

Bagian Kedua
maksiat yang terjadi; e Kewajiban Pengusaha dan Lem baga
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan melmbe an Pasal 7

terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat; . o
Membersihkan daerah Kabupaten Padang Paiiaman dari p
perbuatan maksiat. .

) Tempat hiburan, rekreasi dap keramaian:

. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan,

mengedarkan serta mengekspose baik tertutup maupun terbuka baik
BAB III o berupa perjudian, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya,
LARANGAN baik dalam bentuk individy maupun kelompok;
Bagian Pertama . Harus memberijtahukan berupa papan pengumuman kepada pengunjung
Perzinaan yang mengimformasikan berupa larangan perbuatan Jjudi, pelacuran,
Pasal 4

- narkoba dan perbuatan maksiat lainnya;

¢. Perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini
bila terjadi, pengusaha harus melaporkan kepada yang berwajib untuk
ditindak lanjuti sesuai den gan ketentuan hukum yan g berlaku.

) Hotel, penginapan, asrama dan sejenisnya:

a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan sesuaj dengan ketentuan
“'perundang-undangan yang berlaku;

b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan
mengedarkan dan mengekspose perjudian, pelacuran, narkoba dan

penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk tndividu maupun
kelompok;

i < uatar

|) Setiag orang dllarang melakukan perzinaan dan atau perb l
mengzarah kepada perzinaan; . ‘ o
)) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang |11q1nber1kan igsgempa
) dan / atau perbuatan yang mengarah kepada maksiat, da‘lam‘ ent

corak apapun.
Bagian Kedua
o Perbuatan Asusila |
Pasal 5

melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun'sebgg
pencaharian. . N ‘ -
2) Setiep orang dilarang hidup bersama selayaknya suami isteri ue
pernikithan,

Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak
untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b
diatas, pengusaha atan pemiiik dan pengelola harus melaporkan kepada
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- ang berwaiib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yi%g tre. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan ke h.:ndak
i erlga Ku J . : - - untuk melaksanakan perbuatan sepeti yang dimaksud poin b dan ¢ diatas
e : : . ' . pengusaha atau pemilik dan’pengelola harus melaporkan kepada yang
nisnya: > ” L ;
(3) Rumah makan, restf)ran, kafe w;rung kotplr:l:n ::'12 d ang-un dangai y : berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlak.1.
z. Harui memenuhi persyaratan dan peraturan p L (6) Lembaga pendidikan:
berlaku. N a. Setia 5 iy :
_ ) STEn . p sekolah wajib membuat Peraturan tata tertib ‘sekolah yang
'b. Menghentikan 'selu-ruh kegiatan rumah mak;m,‘ ri:slt;;;:]i)ll‘:?: ]e]:lwarun mengatur agar lingkungan sekolahnya terbebas dari segala p.nyakit
kopi dan sejenis lainnya pada waktu siang hari sek masyarakat/ maksiat;
Ramadhan.

_ laksanakan kegiatan yang * b. Setiap pendidikan wajib berkoordinasi dalam hal yang berkaitan 1 :ngan

3 kalau ada pengunjung melaksana ' t ind t iat. :

. ll\)Aelar?ng da au a pbu ft " nJ'udi inuman keras, narkoba dan! 3 pfmcega 1an, penindakan da?n pembe_ran asan maksiat N )
erkaitan dengan perbuatan judi, ‘ - c. Tindakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf b ayat in' wajib

lainnya. . kan- berkoordinasi dengan Komite Sekolah, aparat keamanan dJalam
d. Kalau ternyata ada individu atau lelompok yang memaksakan * pencegahan maksiat tersebut.

kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud p i:d. Kegiatan-kegiatan siswa diluar sekolah sepeti camping dan sejur.isnya

. it kepada yang berwa . . . , . . .
¢ diatas, pengusaha / pemilik harus melaporkan L S harus mendapat izin tertulis dari orang tuanya dan diketahui olen pihak
untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hgkum yangb rlak sekolal.

(4) Salon kecantikan, panti pijat dan sejenisnya:

&, Harus memenuhi persyaratan dan perundan g-undangan yang b,e,"ﬂ?k

b. Dilarang melakukan kegiatan yang _berkaitan dengap- perb

mengedarkan perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masygrak

Jainnya; ' g

... Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang fnemaksakai.\.lf ends,

untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin:

diatas, pengusaha atau pemilik dan penge]olz_x harus melaporka
pihak ber{Najib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan keteqtu

yang berlaku; . A ._; ‘

(3 Rumah Bildyard / karambol, play station, vidio game dan sejenisnya; ;

:a. Harus memenuhi persayaratan dan peraturan perundang-undan_ggn

Lembaga pemerintah, Swasta, Yayasan atau perusahaan, dan orya 1isasi

lainnya:

a, Setiap Pimpinan Lembaga Pemerintah, swasta, yayasan dan pert s thaan
bertanggung jawab langsing untuk mengawasi personil dari ling<iingan

kerja dilembaga yang dipimpinnya agar tidak terjadi kegiatan p:ryakit

masyarakat/maksiat.

. Untuk terwujudnya maksud poin a diatas, kepada lembaga Peme:r ntah,

swasta, yayasan dan perusahaan tersebut, harus menegakkan per:.turan
yang sudah ada.

¢. Apabilaterjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarak 1t dan
. maksiat, maka Pimpinan lembaga tersebut pada poin a dan b diwaj:bkan
melaporkan kepada pihak yang berwenang,.

berlaku; _ BAB V
b. Dilarang melakukan kegiatan mengarah kepada perbuatan maksiat; N PERAN SERTA MASYARAKAT
_ : engara = . 18
ne memakai pakaian seragam sekolah, TNI/P i . Pasa ‘
¢ Zdai[;r:lt‘]sg-, pengunjung P ST 1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan, penindakan dan pembeias tasan

penyakit masyarakat / maksiat merupakan hak dan tanggung :awab

masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas dari pe.yakit
masyarakat / maksiat,

d. Melarang pengunjung melakukan kegiatan perjudian, miwnuman‘_ke,
narkoba dan sejenis lainnya; - :
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2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melapork
kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apab
mengetahui diduga adanya perbuatan penyakit masyarakat/ maksia

'3) Apabila pelaku perbuatan penyakit masyarakat / maksiat tertangkap tang
oleh warga masyarakat, maka waga masyarakat wajib menyerahkan kepa

Pasal 12

nstan
si yang belwenang da')at ITIC]'anI ikan peng,haxg,a'm kepada umsyarakat

pejabat berwenang terdekat dari tempat kejadian. g BAB VI

(}) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamana i PENGAWASAN DAN PEMBINA AN
perhndungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2 Pasal 13
ni. emerintah daerah bersama masyara .

(3) Mencegah dijadikannya rumali pribadi atau tempat tinggal, lOkaSl- ‘ pembmaan terhadap segala keglatan};/'uigmbtermfbiﬁ:igzﬁnd ¢ aian dan
hiburan atau tempat-tempat usaha yang digunakan untuk melakukat penindakan dan pemberantasan maksiat. enean prnzegahan,
tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/ maksiat. Pasal 14

Pasal 9 chgawasan dan pembinaan Sebaﬂaimanadimaksud pasal 13 diarahha untuk:

perbuatan maksiat dapatdlatm lebih lanjut dalam peraturan nagarl sepanj' g:;;caeriitt/?s;]ks:;]temberamas terjadinya dan  meluasnya penyakit
iidak bertentangan dengai ketentuan yang berlaku. , '

: P'asal 10 .
Setiap orang pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban miél:
tindakan penceﬂahan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan'
* masyarakat/maksiat, berupa: ERRE
a. Peringatan kepada setiap orang agartidak melakukan tindakan mak

Melindungi masyarakat dar segala kemungkinan terjadi yarg dapat

menimbulkan gangguan
naksiat: gangguan dan / atau bahaya atas penyakit masvarakat /

b. Mencegah duadikannya tempat hlburan / keramanan untuk"’ mej BAB VIL
i Mgl KETENTUAN SANKSI
Pasal 15

1is dan bentuk hukuman yang d
iﬁturperdam.adalah yang dapat diberlakukan terhadap pelangga-anyang

anksi Kurungan;

).Sanksi Denda;

: ank31 Kerja Sosial/ Pemenuhan Kewajiban Adat.
Pasal 16

Bi’gilgvsl;apatmelaangar ketentuan sebagaimana yang diatur BAE ]| dan
eraturan Daerah ini dipida i g -
undangan yang berlaie: pidana sesuai dengan ketentuan perindan g-

menerima laporan, segera menindak lanjuti laporan warga ke
kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;

(2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalk

penindakan;
(3) Kelalaian dalam melakukan penindakan scbagaimana dlma

" peraturan perundang-undangan yang berlaku:
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) Untuk pelanggaran terhadap ketentuan pada BAB III bila pidana e;}
tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dijalankan maka kepada terpidapa
dikenakan kerja sosial selama 100 (seratus) jam yang diatur leb
dengen “eraturan Nagari.

elakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta
elakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
-penyidikan tindak pidana;

Pasal 17 :

sthadap [ zjabat negara, sipil, TNI / Polri yang melanggar aturan i

srkewajib in menjalankan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanks

:ngan att an disiplin yang berlaku bagi pejabat tersebut.

Pasal 18 R
ntuk meniberikan efek jera terhadap pelaku pelanggzran, upaya peneggg
erda ini dapat dilakukan dengan peradilan cepat sssuai dengan perat
:rundang-undangan yang berlaku. ey

Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

atau dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
€;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan;

BAB VIII ;- Melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancara.n penyidikan tindak
KETENTUAN PENYIDIKAN pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Pasal 19

3)'Apa bila penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

) Peny:cikan terhadap pelanggaran BAB I1f dan BAB [V peraturan PPNS), dalam mgla}ksanalﬁan tugasrpfa bera}da_diba“fah lgoordinasi dan
dilakul:an oleh Pejabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat:P engawasan Penyidik Polri dan wajib menjunjung tinggi hukum yang

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah, Bae erfaku,

yang »:ngangkatannya ditetapkan dengan Peraturzn Perundany U_%d

yang »:rlaku; ‘

. 5 _ ‘ BABIX
-y Dalan melakpk_an tugas P_enyidik.an .P;jabat Penyidik (POLRI) danjs 1 KETENTUAN PENUTUP
Pejabar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimak Pasal 20
ayat(:)pasal ini berwenang:

hal yang belum diatur, dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

L:eri i umpulkan dan meneliti keterangan atawlapors o ! am :
8. Meiierima, mencarf, megump & f pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

betkenaan dengan tindakan pidana, keterangan dan laporan erse
merjadilebih lengkapdan jelas; e

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteréngan mengena »f;é ' Pasal 21
pricadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang. .dilakt

i turan Daerah ini mulai berlaku semenjak tanggai diundangkan. Agar
sel.ubungan dengan tindak pidana tersebut;

e orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

¢. Maninta  keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiata Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
ba-lan/lembaga tentang kebenaran perbuatan yang’ dang Pariaman.

set-vbungan dengan tindak pidana tersebut; '

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen"—dokl._i
berkenaan dengan tindak pidana:
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Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai |
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